PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi,Mengwi,Badung,Bali, Telp.(0361)9009265,9009266 Fax.(0361)9009267

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 394 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin
penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan dari I Komang
Surya Guna Negara,S.St. Par, (Penyelenggara) / Direktur
LKP Platinum Training Centre, Nomor : 04/SR/PTC-
BDG/II/2018, Tanggal 8 Maret 2018 dan berdasarkan
Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Utara
Nomor : 421.9/63/11/UPT.Disdikpora kuta Utara/2018,
Tanggal 1 Pebruari 2018, beserta lampiran-lampirannya;

b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei
Nomor : 25/PAUD-PNF/III/2018, hari Kamis, tanggal
8 Maret 2018 terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan
{LKP), tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan
pendidikan;

¢. bahwa berdasarkan dimaksud huruf a dan huruf b
diatas, maka dipandang perlu memberikan izin
penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam batas-batas

kemampuan hukum dan peraturan perundangan yang
berlaku;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan (
Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389 );



3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003,tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78;Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301};

4. Undang-Undang Nomor = 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5105} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun
1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan
Lembaga Pelatihan Kerja;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Nonformal,;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun
2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di
Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERTAMA :  Memberikan izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan
Kepada :
Kursus LKP : PLATINUM TRAINING CENTRE
Jenis Pendidikan . Perhotelan
Rumpun Pendidikan . Jasa
Alamat : JLMuding Indah No 101,
Kerobokan, Kecamatan Kuta
Utara, Kabupaten Badung,
Bali Telp.087862748934
Penyelenggara ) %1 Bali Platinum

Internasional



KEDUA : Izin penyelenggaraan dimaksud pada diktum PERTAMA
berlaku terhitung mulai tanggal : 12 Maret 2018
sampai dengan 12 Maret 2022

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Kursus PLSM tersebut
sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi
sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan perundang—undangan yang
berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan
menurut model yang ditentukan.

4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan
selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin
ini berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan
dalam penetapan ini.
KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 12 Maret 2018

WIDIA ASTIKA . MM.
ﬁgﬁﬁa ma Muda
W{?l!“lg 1011 198603 1 021

Tembusan disampaikan Kepada :

. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan di Jakarta.

. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar.

. Bupati Badung di Mangupura .

. Camat Kuta Utara di Kuta Utara

. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan QOlah Raga
Kecamatan Kuta Utara di Kuta Utara.

. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

. Arsip.
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KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: AHU-21398.AH.01.01.Tahun 2013
TENTANG
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model 1
dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 44, tanggal 26 Februari 2013 yang
dibuat dan disampaikan oleh Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, SH dan diterima pada tanggal
12 April 2013, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 96);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas
dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan
Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum PT. BALI PLATINUM INTERNASIONAL, berkedudukan di
Badung - Kabupaten Badung karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang
disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 44,

tanggal 26 Februari 2013 yang dibuat oleh Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, SH
berkedudukan di Kabupaten Badung,.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jekarta
Pada tangga' 19 April 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Bpe = BN

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP, 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0036504.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 19 April 2013
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